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PUTUSAN
Nomor 296/Pdt.G/2012/PA Blcn
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Sawit tempat
kediaman di Tanah Bumbu,
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Melawan
TERGUGAT Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Securiti tempat kediaman di
Kabupaten Tanah Bumbu,

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Batulicin;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03
September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin,
Nomor : 296/Pdt.G/2012/PA.Blcn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan

cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1 Bahwa pada tanggal 22 Mei 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Batulicin sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah
Nomor 181/31/V/2000 tanggal 02 Juni 2000;

2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di
rumah kontrakan di Pelabuhan Speed Kecamatan Simpang Empat Kabupaten
Tanah Bumbu, setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pagatan dan
tempat kediaman terakhir sebagaimana alamat tersebut di atas hingga pisah
tempat tinggal;

3 Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun

sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak

bernama :ANAK;
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4 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan
harmonis, namun sejak September 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit
untuk dirukunkan lagi;

5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
Bahwa Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain yang
bernama Salmah, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri/dari
pengakuan Tergugat, dan Tergugat bahkan telah menikah lagi dengan perempuan
tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai isteri yang sah;

6 Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi pada September 2010, pada saat itu Tergugat pamit izin
kerja namun sejak itu tergugat tidak kembali lagi, yang akibatnya antara
Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat
kediaman bersama adalah tergugat;

7 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat

(PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir
di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah
meskipun menurut relaas panggilan tanggal 6 September 2012 dan tanggal 25

September 2012 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;
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Menimbang, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
Majelis Hakim memandang proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1
tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat
untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak
berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat )

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat
didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka
sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor
Urusan Agama Kecamatan Batulicin Nomor: 181/31/V/2000; Tanggal 2 Juni 2007
(Bukti P)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas,
Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagagai berikut :

Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan Sawit, tempat tinggal di

Kabupaten Tanah Bumbu;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang

secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan

perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah adik
kandung saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah sekitar bulan Mei
2010 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,
namun sejak 3 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat
telah kawin lagi dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah tergugat;

- Bahwa selama pisah tergugat pernah datang dengan membawa istri yang baru;
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- Bahwa dari pihak keluarga pernah ada usaha damai, tapi berat rasanya untuk
disatukan lagi;

Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten

Tanah Bumbu;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang

secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan

perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah adik
kandung saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah sekitar bulan Mei
2010 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,
namun sejak 3 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah
ekonomi yaitu tergugat malas bekerja dan tergugat juga telah berhubungan dengan
wanita lain dan sekarang tergugat telah kawin dengan wanita tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;

- Bahwa selama pisah tergugat pernah datang yaitu sewaktu sunatan anaknya dan
waktu itu memberi uang sebesar Rp 10.000,-

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun penggugat tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat

menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang
untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya

sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi
dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada
hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara

ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti

diuraikan tersebut di atas;
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Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan
sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang
domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin,
maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup (a) dan pasal 73
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang
menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai
kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa
ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah
menurut hukum, maka Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus
dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat
diputus secara Verstek;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
Majelis Hakim memandang proses mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1
tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar
rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap
pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan namun
karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat tetap berkewajiban

menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat
bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. yang diajukan oleh
Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa
antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya
gugatan Penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan
oleh Penggugat di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di
bawah sumpah, telah terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dimana penyebabnya

karena masalah ekonomi yaitu tergugat malas bekerja dan tergugat juga telah
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berhubungan dengan wanita lain dan sekarang tergugat telah kawin dengan wanita
tersebut. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat
telah pisah tempat tinggal selama sekitar 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat
21 dan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3
Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah
dan rahmah namun kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat menunjukkan bahwa tujuan tersebut telah tidak tercapai dimana antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, selama itu
antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), dan
sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga
perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang

demikian justru mendatangkan mudlarat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan
bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-
sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali serta tidak ada
harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah terdapat alasan untuk
bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat patut dikabulkan dengan
dijatuhkannya talak satu ba’in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor
7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada
Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini
yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta wilayah dimana
pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai
pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan

dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk
menghadap persidangan tidak hadir

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di
wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat
Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 491.000,00 (empat ratus sembila puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Senin tanggal 1
Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulkaidah 1433 H. dalam
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari Drs.
H. Taufikurrahman, M. Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mursidah, S.Ag. dan
Mustolich, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota serta Drs. Ilmi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag

Hakim Anggota Hakim Anggota

Mursidah, S.Ag. Mustolich, S.HI.

Panitera Pengganti
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Drs. Ilmi

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,00

2. Biaya Proses :Rp 50.000.00

3. Biaya Panggilan : Rp 400.000,00

5. Biaya Redaksi :Rp 5.000,00

6. Materai :Rp 6.000.00
Jumlah Rp 491.000,00
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



